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Abstrak
 

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) gagal mengesahkan Rancangan Undang Undang

Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS) pada 2019, yang merupakan RUU usulan DPR pada 2016

dalam RUU Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2014-2019. Pembahasan RUU ini cukup lama

sejak dirumuskan pada 2014, dan hingga 2019 pembahasan hanya sampai pada tingkat pertama karena

menuai pro-kontra di masyarakat. Studi ini fokus menganalisis kegagalan DPR dalam mengesahkan RUU

PKS ini dengan menggunaka metode kualitatif berupa wawancara mendalam dan kajian literatur. Hasil

penelitian menunjukan bahwa kekerasan seksual terhadap perempuan pada dasarnya merupakan isu krusial

yang memerlukan solusi melalui sebuah regulasi. RUU PKS dianggap dapat melindungi hak-hak perempuan

dari kekerasan. Tetapi pada sisi lainnya, RUU PKS dinilai bertentangan dengan moral maupun ajaran agama

bahkan sampai dianggap melegalkan seks bebas ataupun LGBT (Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender).

Masih melekatnya budaya patriarki, kurangnya komitmen maupun pemahaman representasi politik para

anggota legislatif dalam membela hak-hak perempuan, juga masih adanya seksisme institusional di lembaga

legislatif Indonesia, menjadi temuan dari penelitian terkait penyebab gagalnya pengesahan RUU PKS pada

tahun 2019.

......The People's Representative Council of the Republic of Indonesia (DPR RI) failed to pass the Bill on the

Elimination of Sexual Violence (RUU PKS) in 2019, which was the draft proposed by the DPR in 2016 in

the 2014-2019 Priority National Legislation Program (Prolegnas) Bill. The discussion of this bill has taken a

long time since it was formulated in 2014, and until 2019 discussions only reached the first level because of

the pros and cons in society. This study focuses on analyzing the failure of the DPR in passing the PKS Bill

by using qualitative methods in the form of in-depth interviews and literature review. The results showed

that sexual violence against women is basically a crucial issue that requires a solution through a regulation.

The PKS Bill is considered to be able to protect women's rights from violence. But on the other hand, the

PKS Bill is considered to be contrary to moral and religious teachings and is even considered legalizing free

sex or LGBT (Lesbian, Gay, Bisexual and Transgender). The inherent patriarchal culture, lack of

commitment and understanding of the political representation of legislators in defending women's rights, as

well as institutional sexism in the Indonesian legislature, are findings from research related to the failure to

ratify the PKS Bill in 2019.
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